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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

J1. Raya Timbulun - Padang Aro Kec. Sangir Telp. (0755) 583 329 - 583 331
" Website : www.solselkab.go.id

Padang Aro, 12 Januari 2015

: 130/ M /Pum-2015 Kepada: .
: Penting ) Yth. Sdr. Camat
: Satu Rangkap "t se- Solok Selatan
: Pedoman Pelaksanaan PATEN ' di.- ;
di Kabupaten Solok Selatan ; TEMPAT

Dengan hormat,

Mempedomani PERMENDAGRI Nomor : 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanagl Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta
KEPMENDAGRI Nomor : 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis

Pedoman PATEN. Maka dengan ini disampaikan :

- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Solok Selatan;

- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 28 Tahun 2014 téntang
Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Adminstrasi Terpadu

Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan;

- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan7/ |
Adminstrasi Terpadu Kecamatan pada Kecamatan se-Kabupaten
Solok Selatan. | ’

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjut Saudara

diucapkan terima kasih.

233 \\\'il S DAERAH,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat c.q Sekdaprov. Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro (sebagai laporan); )

3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

J1. Raya Timbulun - Padang Aro Kec. Sangir Telp. (0755) 583 329 - 583 384

Website : www.solselkab.go.id

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN
| PATEN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

| SYARAT SUBSTANTIF :

Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor 14 Tahun 2014
tentang
Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat

di Kabupaten Solok Selatan.
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Menimbang :a.

Mengingat ol

BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 (4 TAHUN - 2014

TENTANG

DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan Publik agar lebih efeltif dan
efisien perly meémperhatikan kebutuhan masyarakat ;
bahwa berdasarkan Paga] 15 Peraturan Pemerintah Nomor

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
melaksanakan kewenangan peémerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk Mmenangani sebagian
urusan otonomi daerah yang diatur dengan Peraturan
Bupat; ;

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Bupéti kepada Camat dj Kabupaten Solok Selatan_ dengan
Peraturan Bupati. '

Undang—Undemg Nomor 38 Tahun 2003 tentang

" Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dj Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); _

Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana -
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas.Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ; '
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

~ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038) ; .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repvublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

Undang-Undang Nomor S _Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Penyusunan dan Penerapan Sténdar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan-Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemer_intah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 -Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ; :



Menetapkan

9.

10.

i1,

12.

13.

14.

15,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 Y ¢
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tenfang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32] ¢
Peraturan Daerah Kabupaten -Solok Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang tentang pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG  PENDELEGASIAN

SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI

KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN
SOLOK SELATAN

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupatén Solok Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah Penyélenggaraan urusan' Pemerintahan oleh

1.
2.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
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sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. '
Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

Sekretaris Daerah adal_éh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Pendelegasian adalah pendelegasian sebagian urusan kewenangan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dari Bupati kepada
Camat di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Kabupaten Solok Selatan yang

terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam
menunjang kemakmuran rakyat.

Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Solok Selatan dalam
rangka pemberian izin kepada orang p‘ribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk perhbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana,
prasarana atau fasilitas tertentu guna menjaga kelestarian alam dan
lingkungan.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan
informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai déngan ketentuan peraturan
perundang-undangan. |

Retribusi adalah pungutan Kabupaten Solok Selatan sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk kepentingan orang pribadi

‘atau badan.

Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagarivadalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari.



15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yahg dibahas .dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari, yang ditetapkan
dengan Peraturan Nagari.

BAB II
TUJUAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN
| Pasal 2
Tujuan pendelegasian sebdgian kéwenangan Bupati kepada Camat adalah :

a. Memperjelas dan mempertegas pOSlSl Camat dalam menjalankan tugas dan

fungsinya;
b. Mempercepat pengambﬂan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan
| kebutuhan masyarakat setempat;
Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
d.

Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secaran efektif dan efisien.

BAB III
KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3
Kewenangan yang didelegasikan meliputi :
a. pelayanan perizinan:

b. pelayanan non perizinan ;

C. Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 4

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- L. Menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;

o Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro dengan nilai modal usaha
. kurang dari Rp. 50.000.000,- (diluar bangunan dan tanah);

. 3. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) Klasifikasi III ;

Menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri Mikro, Tradisional dan
Rumah Tangga dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,-

Menerbltkan Tanda Daftar Gudang (TDG) Klasifikasi Kecil dengan luas kurang
- dari 100 meter persegi ;

"‘Menerbltkan_ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan modal

= - usaha kurang dari Rp. 50.000.000,- (diluar bangunan dan tanah) ;

. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah tinggal satu tingkat
. dengan luas kurang dari 100 meter persegi ;




8. Menerbitkan Izin Warung/Rumah makan Skala Kecil ;
9. Menerbitkan Izin Salon/Potong Rambut Skala Kecil ;
10. Menerbitkan Izin Bengkel Skala Kecil ;

L1. Menerbitkan Izin Warung Internet ;

12. Menerbitkan Izin Reklame Skala Kecil dengan ukuran maksimal 2 mx 1 m ;

@Menerbitkan Izin bahan Galian golongan C (mineral non logam) meliputi :
Tanah urug, batu kali/batu pecah, batu kerikil, sirtu dan Pasir ;

| Pasal 5
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
1. Surat Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan
: Tanda Daftar Gudang (TDG) skala besar dengan investasi besar dari Rp.
- 50.000.000,- ; ' |
- 2. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas besar dafi
100 meter persegi bertingkat ; |
- 3. Surat Rekomendasi izin Usaha Perkebunan skala besar ;
- 4. Surat Rekomendasi izin Showroom/Bengkel Skala Besar ;
S. Surat Rekomendasi Izin Salon Kecantikan skala besar ;
. 6 Surat Rekomendasi Izin Gangguan (HO) dengan Klasifikasi I dan Klasifikasi II ;
| . Surat Rekomendasi Pemasangan Reklame Skala Besar ;
Surat Rekomendasi Keramaian ; °
Surat Rekomendasi Penutupan Jalan Kegiatan perhelatan dan kematian ;
Surat Rekomendasi Nikah di percepat |
Surat Keterangan Domisili ;
12. Surat Pengantar Keterangan Pindah keluar Kabupaten/Provinsi ;
13. Menerbitkan surat keterangan pindah Dalam Kabupaten tembusan ke Dinas
- Dukcapil.

 Surat Keterangan Kematian ;

elaksanaan Perekaman E- KTP ; |

rat"Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara ;

rat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga ;

rat Pengantar Pembuatan Akte Kelahiran ;

t Pengantar Akte Kematian ; |

nandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri

Sipil yang ditempatkah di lingkup kecamatan ;



23. Mengevaluasi. Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
Nagari, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari ;

24. Meresmikan /melantik Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari ;

25. Melantik Pejabat Kepala SD, SLTP dan SLTA : |

emungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;

27. Melaksanakan MUSRENBANG Kecamatan ;

28. Mengkoordinasikan ~dan pemantauan kegiatan Pembangunan yang
dilaksanakan di wilayah Kecamatan ; '

© 29. Surat Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;

30. Surat Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah ;
31. Surat Rekomendasi Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
sampah ;

32. Surat Rekomendasi Pengendalian Lokasi Usaha Peternakan, Perikanan dan

Pertanian tanaman Pangan.

Pasal 6

Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3
huruf ¢ meliputi :

1. Surat Keterangan Kurang Mampu ;

2. Surat Rekomendasi Pengajuan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi
Keluarga Kurang Mampu ;

N Surat Rekomendasi Bantuan Santunan uang Duka bagi Keluarga di timpa
Bencana Alam ; |

4. Surat Penetapan Camat (SPC) -Kegia’tan PNPM-Mandiri Pedesaan ;

9. Pendataan dan pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

di wilayah‘ Kecamatan ;

0. Surat rekomendasi penerimaan Bantuan bagi keluarga miskin. -

BAB IV
LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 7

(1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat harus

dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap

triwulan dan akhir tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :

a. ketepatan waktu;



b.penyerapan anggaran;

c. ketepatan sasaran; dan

d. ketepatan hasil.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
_ Pasal 8 |

_(1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. | '

(2) Tim Monitoring dah evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan
hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi Tim digunakan sebagai bahan pertimbaﬁgan
Bupati untuk melarijutkan atauA menarik kembali atas pelimpahan

kewenangan yang diberikan kepada Camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 9
(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang
didelegasikan oleh Bupati kepada Camat bersumber dari Anggaran Pendapatan
- dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan. '
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan.

Pasal 10
Penerimaan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemérintahan yang
didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, merupakan penerimaan daerah yang
. harus disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada Kecamatan sesuai

‘-v.,ketentuan peraturan perundang-vundangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 11
~ Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

- yang didelegasikan kepada Camat sesuai dengan peraturan ‘perundang—undangan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro

dangkan di Padang Aro

angal 21 Aguc,tug 2014

' A DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 14



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

JI. Raya Timbulun - Padang Aro Kec. Sangir Telp. (0755) 583 329 - 583 331

Website : www.solselkab.go.id

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN
PATEN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYARAT ADMINISTRATIF :
Standar Pelayanan

Peraturan Bupati Solok Selatan

1 | Nomor 28 Tahun 2014
1 tentang

i Uraian Tugas Pelaksana Pelayanfm Adminstrasi
Terpadu Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan.

Uraian Tugas Personil Kecamatan

Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor 56 Tahun 2014
tentang
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
layanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan pada
Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan.



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR Z8 TAHUN 2014

TENTANG
URAIAN TUGAS PELAKSANA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

1?7 Menimbang a. bahwa dalam rangka pclaksanaan Pelayanan Administrasi

| Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu adanya uraian tugas
sebagai  pedoman  untuk  melaksanakan  Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN): |

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun. 2010 tentang
Pedoman Peclayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
menyatakan. bahwa Uraian Tugas Personil Kecamatan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

ngat 1. Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4437) scbagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008




3.

-tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang  Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuang*—m Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lecmbaran Negara chubllk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbara.n Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, ’I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang  Nomor 12 ‘Tahun 2.01 1 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang—undangan (Lembaran
Negara -Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan“ Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman . Pembinaan dan Pengawasan Penye}lenggaraan‘
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik lndone%id
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); .

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah -
Kabupatén/Kota (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Ndmor 82, Tambahan Lembadran Negara
Republik Indonesia Nomor 41T37);

Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan  Pemerintah Nomor 19 “Tahun 2008 tentang

Kecamatan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4826);



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman  Pclayanan Administrasi  Terpadu
Kecamatan ; '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pedoman Pclayanan Administrasi
Terpa.du Kecamatan (PATEN);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan ; |

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten

Solok Selatan ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

apkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Jaerah adalah Kabupaten Solok-Sclatan. __
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daecrah sebagai Unsur
enyelenggara Pemerintahan Daerah.
Jupati adalah Bupati Solok Sclatan.
wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
swan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
kretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Solok Selatan.
matan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupé,ten

Selatan.




. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

- 8 Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara administrasi kecamatan dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.

. Kepala Seksi dalam penyclenggaraan Pelayanan Administrasi  Terpadu

I Kecamatan adalah penyclenggara tcknis Pelayanan Administrasi Terpadu

- Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat dan dalam melaksanakan tugasnya

- bertanggungjawab kepada Camat.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sclanjutnya disingkat PATEN
~ adalah penyelenggaraan pelayan publik di kecamatan dari tahap permohonan

- sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN
' Pasal 2
Penyelenggara PATEN terdiri atas :
mat;
kretaris Kecamatan; dan

pala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban.

BAB III
URAIAN TUGAS
Pasal 3
“amat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul a, adalah-
langgungjawab penyelenggaraan PATEN.
dalam menyelenggarakan PATEN mempunyai tugas :
‘Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan
PATEN;
Menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
ifMenetapkan pelaksana teknis.
“venandatangani surat izin dan non izin yang menjadi kewenangan
amat; dan ' |
Mengkoordinasikan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat.
‘ dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

npertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupali melalui Sckretaris



Pasal 4
| 1) Sckretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufl b, adalah
peﬁanggungjawab kesektariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
Sekretaris Kecamatan sebagai penanggungjawab kesckretariatan/ketatusahaan
penyelenggaraan PATEN scbagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

tugas :

™

Melaksanakan penatausahaan administrasi PATEN,

- b. Menyediakan sarana dan prasarana peclaksanaan PATEN;

c. Melaksanakan pembinaan petugas teknis PATEN;

B Mengoreksi dan memarafl surat; dan

“¢. Merumuskan tindaklanjut pengaduan/keluhan masyarakat.

) Sekretaris Kecamatan dalam: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 5
ala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul ¢, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan teknis pelayanan,
Mempelajari berkas dan me.lakukan validasi selanjutnya diserahkan ke
- Operator Komputer untu.k diketik;
Mengoreksi dan memaral surat sclanjutnya diserahkan ke Sekretaris
};Keca matan;
Melaksanakan koordinasi dan supervisi teknis pelayanan PATEN; da_nv
'T,embuat laporan pelaksanaan‘ PATEN.

ala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ggungjawab kepada Camat.

Pasa1'6
penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib

n pengelolaan layanan sccara transparan dan akuntabel.

BAB IV
PELAKSANA TEKNIS PATEN
Pasal 7
] ya:pg mélaksanakan Pelayanan A_drﬁinistrasi Terpadu Kecamatan

etapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8
s PATEN meliputi :
rmasi;

s Loket/Penerima Berkas;




-
-
-

o

Petugas Operator Komputer;

_Q.

Petugas Pemegang Kas;
Petugas Lapangan; dan

Petugas lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9
Pelaksaha Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Pegawai Negeri

Sipil di Kecamatan.

Penetapan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
~ oleh Camat.

Personil pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

P a. Petugas Informasi, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan,

 b. Petugas Lokct/Penerima Berkas, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan
‘ kebutuhan; |

¢. Petugas Operator Komputer, 1

(satu) orang atau disesuaikan dengan
kebutuhan;

Petugas Pemegang Kas, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan;
Petugas Lapangan, 1 (satu)

orang atau lebih disesuaikan dengan
kebutuhan;

BAB V
URAIAN TUGAS PERSONIL PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

as Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,

sanakan tugas :

Menyapa tamu/pemohon layanan yang datang dan memberikan informasi
kepada warga masyarakat sesuai kc'but‘uhannya .

minta tamu/pemohon yang datang untuk mengisi buku tamu;
_~ngafahkan/mempersi]ahkan tamu/pemohon la‘yénan - yang akan
mengurus surat ke loket/meja pelayanan; , ‘

ayani dan atau mengarahkan warga masyarakat yang akan bertemu
amat, Sckretaris Camat, Kepala Secksi atau pegawai lainnya untuk
ultasi khusus, maka diantarkan ‘ke ruang/mcja yang bersangkutan
‘apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat atau sibuk
ilahkan menunggu di ruang tunggu;

awa surat yang telah diproses diloket/meja pelayanan untuk diparaf
h Kepala Seksi dan Sekretaris Camat serta membawa ke Camat untuk

datangani dan setelah semua seclesai dikembalikan ke loket/ meja




[ Memperbarui-semua informasi pada papan informasi; dan
g. Menerima aduan/keluhan.

- | @) Petugas Loket/Penerima Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

b, melaksanakan tugas :

a. Menyapa pemohon layanan dan memeriksa berkas persyaratan pelayanah
yang diajukan warga masyarakal, '

b. ‘Membcrlkan pen]clasan kepada pemohon layanan apabila ada berkas yang

- belum lengkap ; v

C. vMemeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan adminis.tr‘asi,
apabila berkaé sudah lengkap, dilanjutkan ke Kepala Seksi Pelayanan
untuk divalidasi,- apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- d. Menyerahkan hasil pengurusan ke pemohon layanan apabila telah selesai;
~ e. Mengagendakan surat masuk dan keluar;

[.. Menyusun berkas surat masuk dan keluar pada meja/loket pelayanan; dan
»_;g.' Bertanggungjawab terhadap arsip PATEN.

i‘Petug,as Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf €,
-melaksanakan tugas :

Memasukkan (melakukan input) data pemohon layanan dan jenis
pelayanan yang'dimoh(m;

Mencetak surat izin dan non izin yang dimohonkan oleh pemohon layanan;
Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan;
Memasukkan data-data yang diperlukan dalam format database PATEN;
Memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik; dan
f. _‘Mengamankan data yang sudah terkumpul (back up) database ke dalam
media penyimpanan atau komputer lainnya sccara berkala.

"ugas' Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d,
ksanakan tugas :

Sebagai kasir diloket/meja pelayanan;

‘Menerima pembayaran taril pclayanan (jika ada) dan memberikan tanda
ima pembayaran kepada pemohon layanan;

embukukan setiap uang yang masuk - dan keluar dari loket/meja

yusun laporan keuangan secara berkala; dan
lenyetorkan penerimaan taril layanan ke kas daerah
Lapangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufl e,

akan tugas :




2 Melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan berkas persyaratan yang

diajukan pemohon layanan; dan

- b. Membuat laporan hasil pengecekan lapangan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA PATEN
Pasal 11
a dan prasarana PATEN meliputi :
- Loket/meja pendaftaran; |
"‘Tempat pemprosesan berkas;
i Terﬁpat pembayaran; ‘
i"l‘c:mpat'pcnyerahan dokumen;
- Tempat pengelolaan data dan informasi;
- Tempat pehanganan pengaduan;
- Tempat piket; ‘

Ruang tunggu; dan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
tiap orang dapat mengetahuinyal, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2o November 2014

S

ingkan di Padang Aro
Aeal 20 WNovewmber 2014
@\DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, -

< .




BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR S TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPAbU KECAMATAN
PADA KECAMATAN SE KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI SOLOK SELATAN, _
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peiayanan publik di
tingkat kecamatan perlu diwujudkan pelayanan yang
mudah, cepat, terukur, terjangkau, akuntabel dan terpadu;
b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang befbunyi e
dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai

bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan

sistem pelayanan terpadu
c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian, kewajaran
pelayanan serta untuk mengukur Kkinerja aparatur dan
adanya instrufrien pengawasan penyelenggaraan pelayanan
publik oleh masyarakat di tingkat kecamatan maka perlu
disusun Sfandar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu Kecamatan
(PATEN); ’
'd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
p dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan PATEN pada Kecamatan se Kabupaten Solok

Selatan.




Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di  Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lémbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone31a
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran | Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemermtahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah‘
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi I;erangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesm Nomor 4741);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan  Administrasi Terpadu
Kecamatan ;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan ;

15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenéngan Bupati Kepada Camat di Kabupaten
Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

B! enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN .NON PERIZINAN PATEN PADA KECAMATAN
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

"*B Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok ‘Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bu pa‘m dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
~ Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Solok Selatan.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di

wilayah kerja kecamatan yang -dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

- pelimpahan kewenangan P_emefintahan dari Bupati untuk menangani sebagian

10.

i1,
2.

TRy

4.

urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Pelimpahan lLecwenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah
penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan
Sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
Putusan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya  seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang pelaku usaha/kegiatan
tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menghasilkan
kepuasan pelanggan. .

Standar Pelayanan adalah vukuran' kualitas . yang dilakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan
penerima pelayanan.

Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk

memperoleh dokumen yang diberikan di kecamatan.

15. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemberian izin usaha bagi setiap Warga Negara dan penduduk

untuk melakukan usaha.

I"16. Rekomendasi atau kajian Sosial Kemasyarakatan adalah kajian yang berisi

catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan

permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayan

untuk pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan, sehingga dalam pelaksanaan

pelayanan dapat berjalan lebih cep

an Perizinan dan Non Perizinan PATEN adalah
at, tepat waktu, mudah dan transparan.

_ A Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan PATEN
adalah untuk :

a. Memberi kepastiaﬁ hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk

memperoleh pelayanan: dan

b.  Mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas,

‘Pasal 4
Sasaran peyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Per
a.
b.

izinan PATEN A
Terwujudnya pelayanan yang cepat tepat waktu, mudah dan t

ransparan; dan
Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup standar pelayanan PATEN adalah semua pelayanan perizinan, non

perizinan dan penanggulangan kemiskinan 'yang dilim

pahkan oleh Bupati kepada
Camat.

BAB 1V
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
Pasal 6 ’
(1) Komponen Standar Pelayanan PATEN Perizinan, Non Perizinan d
penanggulangan kemiskinan :

an

a. Jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan, non perizinan dan
- penanggulangan kemiskinan yang didelegasikan kepada Camat;

t;. Dasar hukum pelayanan yaitu Peraturan Perundang-undangan yang
merupakan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan;

. Persyaratan pelayanan yaitu Syarat-syarat yang harus-dipenuhi sebagai
dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuai jenis
pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi:
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d.

Prosedur/mekanisme pelayanan yaitu tata cara pelayanan yang
dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan;

Biaya pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus
dibayarkan oleh pemohon /penerima pelayanan; dan

Lama proses pelayanan adalah waktu pemprosesan pelayanan perizinan
sampai penerbitan berkas.

Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a.

b.’

m.

Menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro dengan nilai modal

>

usaha kurang dari Rp. 50.000.000,- (diluar bangunan dan tanah);
Menerbitkan Izin Gangguan (HO) Klasifikasi III ;

Menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri Mikro, Tradisional
dan Rumah Tangga dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- ;
Menverbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) Klasifikasiercil dengan luas
kurang dari 100 meter persegi ;

Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan modal
usaha kurang dari Rp. 50.000.000,- (diluar bangunan dan tanah) ; |
Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah tinggal satu tingkat
dengan luas kurang dari 100 meter persegi ;

Menerbitkan Izin Warung/Rumah makan Skala Kecil ;

Menerbitkan Izin Salon/ Potong Rambut Skala Kecil ;

Menerbitkan Izin Bengkel Skala Kecil q

Menerbitkan Izin Warung Internet ;

Menerbitkan Izin Reklame Skala Kecil dengan ukuran maksimal 2 m x
1 m ; dan '

Menerbitkan Izin bahan Galian golongan C (mineral non logém) meliputi :
Tanah urug, batu kali/batu pecah, batu kerikil, sirtu dan Pasir.,

Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a.

Surat Rekomendasi Surat Izih_ Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Industri (TDI) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) skala besar dengan

‘investasi besar dari Rp. 50.000.000,- ;

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas besar
dari 100 meter persegi bertingkat o
Surat Rekomendasi izin Usaha Perkebunan skala besar -

Surat Rekomendasi izin Showroom/ Bengkel Skala Besar.;

-Surat Rekomendasi Izin Salon Kecantikan skala besar ;



Surat Rekomendasi Izin Gangguan (HO) dengan Klasifikasi 1 dan
Klasifikasi II ;

Surat Rekomendasi Pemasangan Reklame Skala Besar ;

Surat Rekomendasi Keramaian ;

Surat Rekomendasi Penutupan Jalan Kegiatan perhelatan dan kematian ;
Surat Rekomendasi Nikah di percepat ;

Surat Keterangan Domisili ;

Surat Pengantar Keterangan Pindah keluar Kabupaten/Provinsi ;
Menerbitkan surat keterangan pindah Dalam Kabupaten tembusan ke
Dinas Dukcapil ;

Surat Keterangan Kématian ,

Surat Keterangan Ahli Waris ;

Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris ;

Pelaksanaan Perekaman E- KTP ;

Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara ;

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga ;

Surat Pengantar Pembuatan Akte Kelahiran ;

Surat Pengantar Akte Kematian ; ,
Menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai
Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkup kecamatan ;

Mengevaluasi Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
Nagari, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari ;
Meresmikan/melantik Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari ;

Melantik Pejabat Kepala SD, SLTP dan SLTA ;

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;

Melaksanakan MUSRENBANG Kecamatan ;

. Mengkoordinasikan dan pemantauan kegiatan Pembangunan yang

dilaksanakan di wilayah Kecamatan ;

Surat Rekomendasi Surat Keterangan Catatan _Kepolisian {(SKCK] ;

. Surat Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah ;

. Surat Rekomendasi Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
sampah ; dan '

Surat Rekomendasi Pengendalian Lokasi Usaha Peternakan, Perikanan

dan Pertanian tanaman Pangan.



Jenis pénanggulangan kemiskinan sebégaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi :

a. Surat Keterangan Kurang Mampu ;

b. Surat Rekomendasi Pengajuan Bantuan.Rehab Rumah tidak Layak huni
‘bagi Keluarga Kurang Mampu ;

c. Surat Rekomendasi Bantuan Santunan uang Duka bagi Keluarga di timpa
Bencana Alam ;

d. Surat Penetapan Camat (SPC) Kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan ;

e. Pendataan dan pemen‘tauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) di wilayah Kecamatan ; dan

f.  Surat rekomendasi penerimaan Bantuan bagi keluarga miskin.
;4 Uraian komponen Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
- Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7
| Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang
; berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan
menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi
; setempat. _ _ .
- Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada éyat (1) harus
ditindaklanjuti  secara tepat, cepat dan memberi jziwaban serta
penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya pengaduan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pembinaan slebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan

sistem, pemberdayaan manusia dan jaringan kerja sesuai yang dilaksanakan



Pasal 9
Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan

oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenaﬁgannya.

BAB VII
PROSEDUR PENANDATANGANAN
Pasal 10

Prosedur pengelclaan, pemprosesan dan penandatanganan terhadap kewenangan
atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat,
dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan
ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VII
KETENTUAN. PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
““": A Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

| Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2l Desember 2014

QRLOK SELATAN,

iundangkan di Padang Aro

ida tanggal  2(  Desewber 2014 |

3q° F<TARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,
A\

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2014 NOMOR $%
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BUPATI SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR |%0. 414 - 2014

TENTANG

KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang ‘a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pelayanan
yang mudah, murah, cepat, berkualitas, dan transparan
perlu memberikan pelayanan administrasi terpadu pada
setiap kecamatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN), perlu menetapkan Kecamatan untuk
menyelenggarakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN);

‘c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. '

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); '

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);



10.

s

1%;

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4826); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang . Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan = Administrasi =~ Terpadu
Kecamatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) ; | _ _
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2014 ;

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2014;




) ]

Menetapkan

KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

e gt R

15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Solok
Selatan Kepada Camat di Kabupaten Solok Selatan;

16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

. Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Solok Selatan adalah
sebagai berikut =

. Kecématan Sangir;

. Kecamatan Su_ngai Pagu;

Kecamatan Sangir Jujuan;
Kecamatan Sangir Batang Hari
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan

Kecamatan Pauh Duo.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2014.

. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12__ Desember 2014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

O G LR i

Yang bersangkutan

Gubernur Sumatera Barat di Padang

Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro

Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro )

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
Camat se Kabupaten Solok Selatan



